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DEFINISI DAN ASAS PELAYANAN PUBLIK

Pelayanan publik menurut UU Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik Pasal 1
dikatakan bahwa pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegatan dalam rangka
pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi
setiap warga negara dan penduduk atas barang dan jasa dan/atau pelayanan administratif
yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

Pasal 4 UU tersebut mengatakan bahwa penyelenggaraan pelayanan publi berasaskan :
kepentingan umum, kepastian hukum, kesamaan hak, keseimbangan hak dan kewajiban,
keprofesionalan, partisipatif, persamaan perlakuan/tidak diskriminatif, keterbukaan,
akuntabilitas, fasilitas dan perlakuan bagi kelompok rentan, ketepatan waktu, kecepatan,

kemudahan, dan keterjangkauan.
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ASPEK PELAYANAN PUBLIK DAN PERANSERTA MASYARAKAT

* Penyelenggaraan pelayanan publik sekurang-kurangnya meliputi : pelaksanaan
pelayanan, pengelolaan pengaduan masyarakat, pengelolaan informasi,
pengawasan internal, penyuluhan masyarakat, dan pelayanan konsultasi.
Penyelenggara dan seluruh bagian organisasi penyelenggara harus
bertanggungjawab atas ketidakmampuan, pelanggaran, dan kegagalan
penyelenggaraan pelayanan.

 Dalam konteks pengawasan, peranserta masyarakat pun sangat penting dilakukan.
Hal ini karena masyarakat lah yang berada di garda depan yang langsung mengalami
pelayanan publik dalam segala bidang. Disini ORI harus mampu bekerjasama dan
mendorong peranserta masyarakat untuk bisa sinergis dalam pengawasan

pelayanan publik.
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RUANG LINGKUP UU PELAYANAN PUBLIK

Dalam perundangan-undangan pelayanan publik ini meliputi pelayanan barang publik dan
jasa publik serta pelayanan administratif yaitu pendidikan, pengajaran, pekerjaan dan
usaha, tempat tinggal, komunikasi dan informasi, lingkungan hidup, kesehatan, jaminan
sosial, energi, perbankan, perhubungan, sumber daya alam, pariwisata.

Pelayanan publik ini mengatur pengadaan dan penyaluran barang publik yang dilakukan
oleh instansi pemerintah yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran
pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah yang
dilakukan oleh suatu badan usaha yang modal pendiriannya sebagian atau seluruhnya
bersumber dari kekayaan negara dan/atau kekayaan daerah yang dipisahkan dan
pembiayaannya tidak bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau
anggaran pendapatan dan belanja daerah atau badan usaha yang modal pendiriannya
sebagian atau seluruhnya bersumber dari kekayaan negara dan/atau kekayaan daerah yang
dipisahkan, tetapi ketersediaannya menjadi misi negara.
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USULAN DRAFT RUU NO 25 TAHUN 2009 TENTANG PELAYANAN PUBLIK:

Total usulan ORI ada 22 Pasal, 22 Ayat, dimana yang sebagian isi pasal dan ayatnya
tetap pada versi lama.

RUU Pelayanan Publik ini merupakan inisiatif DPD Rl
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MATRIX PERUBAHAN RUU PELAYANAN PUBLIK
HASIL PEMBAHASAN DENGAN TIM AHLI DPD
Morrissey. 10-12 Juni 2021

NO RUU Perubahan Usulan
Pasal 1 FPasal 1
- Usul untuk ditambahkan definisi
Audit
Pasal 2 Pasal 2
(1) Pemaerintah menjamin terpenuhinya (1) Pemernntah menjamin terpaenuhinya kebutuhbhan

kebutuhan pelayanan dasar bagi dasar bagi warga negara saebagaimana
warga negara sebagamana dimandatkan dalam Undang-Undang Dasar
dimandatkan dalam Undang-Undang Nagara Republik Indonesia Tahun 1945 melalui
Dasar Negara Republik Indonesia paelayanan publik.

(2)

Tahun 1945,
(2) Pamenuhan kebutuhan dasar sebagaimana
Kebutuhan pelayanan dasar dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk Mmenjamin
sebagaimana dimaksud pada ayat panghidupan yang layak.

(1) meliputi kebutuhan pangan.
sandang. dan papan untuk menjamin
penghidupan yang layak._ (3) Pemenntah berkewajiban mengatur,
meanyelenggarakan, dan mengawasi pelayanan
publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
ayat (2).
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Pasal 5 ) ) Pasal S
(6) Pelayanan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (6) Pelayanan lainnya sebagaimana dimaksud pada

{1) d@atur leben lanjul gangan Feraluran HFraesden. ayat (1) merupakan pelayanan selain pelayanan

barang publik, jasa publik, dan administrasi yang
akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Presiden.
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Pasal 6 Pasal 6
(1) Kewenangan penyelenggaraan Pelayaan Publik (1) Kewenangan pengaturan dan penyelenggaraan
dimiliki oleh: Pelayanan Publik dimiliki oleh:
a. Pemerintah Pusat; a. pemerintah pusat;
b. pemaearintah provinsi; b. pemerintah provinsi:
c. pemearintah kabupaten/kota; dan c. pemerintah kabupaten/kota; dan
d. pemearintah desa. d. pemerintah desa.

{(4) Dalam melaksanakan kewenangan sabagaiamana (4) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat didelegasikan dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat didelegasikan
kepada korporasi, lembaga nonprofil, dan/atau badan kepada:
hukum lain. a BUMN:

b. BUMD:

c. BUMDes:

d. Korporasa;

e. Lembaga Nonprofit; dan/atau
f. Badan Hukum Lainnya
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Pasal 27 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009

(1) Saham penyelenggara yang berbentuk badan usaha
milik negara dan badan usaha milik daerah yang
berkaitan dengan pelayanan publik dilarang
dipindahtangankan dalam keadaan apa pun, baik
langsung maupun tidak langsung melalui penjualan,
penjaminan atau hal-hal yvang mengakibatkan
beralihnya kekuasaan menjalankan korporasi atau
hilangnya hak-hak yang meanjadi milik korporasi
sebagammana diatur dalam peraturan perundang-
undangan.

(2) Perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dinyatakan batal demi hukum.
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Memasukkan kembali Pasal 27 Undang-Undang
Nomor 25 Tahun 2009
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Pasal 42
(S5) Femnanituan tanf pelayanan DaerNergany sobasgalrmanes
cdimaksoed pada ayat (3) ditatapean dalam Pearaturan
Feaemeaeriniah dan peraturan ke pals deascah
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Pasal a2
(S) Fenaenituan tan! pelayanan Daerneryany sobsSairmars
cdimaksud pada ayat (3) detetapkan dalam Pearaturan
Dasmcahn

Pasal 43
{1) Sestarm Informanl Polayarsan Publik dibontuk untulk
meamberiban Aukungan nformast dalam pengarmitian
ke utusen dan poelakaa s Polay s Fobiie

FPasal 43
(1) Sistem Informasid Polayanan Publik dibentuk antubk
MmeEsrmibearit e dukungan mformas datam pengambidsan
haputusaars, prolalos arusne, Do rorsem sar clan ow ol e
Paslayanan Publisc

FPanal 24 Undang-Uncdang Nomor 25 T ataees 2000

Dakurman, akis doan sejenisnys yang baerupos doluarnan
slokctranik staw produs agital dalarm penyolenggarasasn
pedanyanan pubihih dmnmyatadkeess sah sesual eangan
Poratisran peruncian g-wuncian gaan

- Mernasubklcen kembali Peassd 24 Undang-Undang

Normore 285 Tabhoun 2009

Dokumean, shkta, dan segonisrya yang Darupa
dokurmen efetironik alau produk wgital dadssn
poenyoelonggaraan pelayanan gablik daryatakors aah
s Oersgan Doratarsn perundassyg sancisrsgan, 0 |

T asal 54

(2) novas| o srana demaksud pada ayat (1)
Dertujunn uniubk Mmearnecaiboar rmsselan Dot dan
meaningxatcan onarja Pelayanan Public

Pasal &4

(2) Inovas) sebagarrana Semaksodd pades ayat (1)
bortupiesn untulk Mmasrmeca bhikan rrsasaslah S
MmeEngoplrmalissanl DOteres osbatuMan yerag oSeraibeg
wuritu roonanghuathcan imsare Poelayanan Pubdlik
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Hasar oy Pasal 81
(0l “%":L‘:ﬂ:’;ﬁm‘ dimaksud pada ayat (3). a) Keadamss kahar sebagairmana denaksod pada syt
- bencana alarns. (3) antara o
15 Dancana nonatasm. dan a bDencans alssr
L boncans sosasl B bencarma nonalam. danfataas
c. bDencana sosisl
Pasas 60 Pasal 63
(4) Obtyes Audil sabagaimans dimaksod pads aysl -+ Otk Aud sabagaanana denaksud pada ayet (3)
(3) meliput kouangan, noerps. sisterm, prosodur eyt
SINnakbur dan kasasusan azas dan norms dalam o euasngsn
kotortusn peraiurss parussd ang -undangan =] ioa
< prosaciur.
d slrukiur, dan
1 hosesualian azas dan norma
Fasal 65 FPasal 65
(4) Dalam hal ditemulcan pelanggaran ingdak pedianas (4) Dalam hal ditsrmucan nmdikas petanggaran ncak
yang diéakubkan cleh Palaksana Penyelenggara pidana yang cSialuascan oleh Feolaksarna cGan/atau
meanyerafh kan padocars tersebut kepada aparat Penyslenggara ponyalessianry a ditakulcan oesn
penegaik Nukurm sesusl peraturean pecundang- aparal penegak haukum sesual perasiuran perundanc-
ursdancan v ragany
(5) Dalam nal pelanggaran sebagarmana o emak suad (S) Dalarm hal palanggaman sebagamrmana demaksud Dada
peeds ayal (2), ayatl (3) des ayat (4) cilabhuloan ayat (2) dan ayst (3) Slakukan oleh Ponyelenggasra
oleth Penyelenggara maka sankst dibharikan olats makca sanks! diberican oleh Atasan Pojabast can/atau
Alasan Pejabal dan/alau sssusi dengasn sesuesl dengan hetent e e ralur s esrureclang -

kotordusan persturan ponardang - uncEn e unNdangan
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Fasasl GO

=29 Informasi sebagaimanas dimaksud pads ayst (1)
rmyalipati:

peangiasan menganat maksuat gan ujuan
yang akan didakasanakan jechail Pelaysrwan
Pl

persyaraian cdan prosedur Pelsyasnan Publiis
manfast Pelayarsan Publi, cdan/atau
informass lain yang beaedckatan dongan
Petayanarn Pubiik

-
E
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FPasal 69

Inforrmas) sebaganmana demaksud pada aya (1)
melioutc

aane

peoneiasan menganal maksuc Aan fujuan
yans akan claloss nasosn lerkoal Paelayanan
Pubsiihk

persyaratan dan prosscour Pelayanan Pubilin
manfaat Pelayarsan Publik;

pecamiasan pengens an® darnvatau
inforrmass lan yang berhaitan dengan
Polayanan Publiik seian yang dikecualilcan
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Foaan! 74

(1) FPelaksan san Masyaraha! sebagaimans
demakeust cddalarm Pasal 73 cddalkksanakan secars
sukarels antara S dalarn Dervius
a. tenagn,

D mwovass pearmeikiran . Gansatau
<. swadana Masyssraboat

=23 Mukarssrme peslibatan Masyarahst sebagasimansa
drmakace! pade ayost (1) didaksanakan Dercdoasarcas
Netantuan araturan pearuriciamn o-uraiaan e
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FPoaaal 74

11 Feaelakssraman pelibatan Mas 1 sabagairnsns
chimaksoad daleam Pasad 73 dilaksanabaesn secar=
sutEarela amntara lsin dalam Deantus:

E3=5 | MNMelanassme pelibatan Masyoaracoa! sebacairmanras
dimaksud patta ayat (1) dilahsanakkan Dergasarcan
hataryiuian Deralurmsy O rurmcdaSrsg -uUr darsgar.

3 Swodans mansyarakat sobagaimanas dimahsod padcda
ayal (1) hurul ¢ larang rosarsaniuboan jumish dasn
asteenars wmbcios

Pasal 853

13) Fanyataes aian Peangaduan selaga o a
okt pada ayat (2 dilakuban rmoolabos
- rrseCiass,
o Monmsfian:. danvatau
c. Ajudihas: Khusus,

Pasal 8.3

3) FPonywleonamn Pongaduanm sabagormars clrmadkosoct
pads ayalt (2) ddakukean amiars lain: Marifihess,,
Invaestigas: poemeriisasn Wpacgan,. ketsrangan ahili
meaciiasd. sonsolias!, atau apidikas: huses

Pana b5

(7)) Datam proseas Moad ias ! angepots Ombucdsman
Derparan sebagal rmaeciaatos .

Pasal 85

(1) Modians: sobagasanarss cdanaiks d dosliorn Pasal B4 ayat
(1) alaluscan oleh meadistor Ombusssman.
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Fasarar Pasal ar
F—w*“m Sengheila Paelayanasn Publibh melalus Agucidoams)
e ST Ers a * O 5 & - 3 mbn Sengketa Pelayaran Pubdbilik melahu Agudikas:

- - Ormbvodaman hanys dapal ditesengsuly agsstiiles
poayns Moediaa: drvwyalnkan ticdak borfhiand secass
5 :;m; oltesth sa.ﬁt s:lu atau para itk Y:"O 2. upasyas Modaos dinyatakan Sciak berfhasi] secoars
Dersorngkota; ot teulis oleh saslah satu stau para pihak yang
D saslah satu atauw para phak yang Derssnghsts mananrik barsanghota atau
o dan perunciinogan D salah satu Mlau para pehak yang barseanghasta mesnank

dirs el psecunud e

Cc  Ajuchicas: Khwoases capat dtdemput apabilla subwstanss
yang dEaporian Dearkuastan dengan garstl nugs dan
adarnrya pearmohonan darl Pelapor keapadca
O mbiuscis rryamn

P anal B8 FPasal 88
(1) Sidang AjscSicasi Khusus Ombudsman yang 1) Sidong Ajudican] Khusos dilakubse Olels Ajuciiostos
mearrmerdans dan rmemutus poerhacrs paling soclil 3 et Ombucisman paing sedilat 1 {satu) orang atau et
(hga ) orang anggota Ombustsmianrs atau et Gan dmn harus Derjurndals gasal
harus Barjumbah gascal =2
Pasa B9 Pasal 80
(2 Pulusan Ajgudikas: Knusus Ombudsiman dapest Dernapa
et - : — (2) Putusan Ajediaas Khusus OmboadassTsasn capat
B meanolsk. atau - e rscoloni . aelass
[ - rmeancgabulboan =
| -3 MmO bale e
Pacal G4 e Meonyosusikan dengan koetartuan yarng barfakos o
(1) Saang Ajudihas: Khwsus Omibadsmian yaereg roesereseihosos O mbucts rryan

damn memutus perkares paling sechikaot 2 (hga ) orang
anggota Ormbhastaman atisu lobih dan harus berjumiah
gasal

12) Stang Ajudihasd: Kismmus Omibucisman Dorsifat loertsahes
untuk urmurn
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HFasal we - FPasal 92 daumulkan uniuk dibbapous kareona woputusan
ajuan guoelan sebagalmans dimaksud dalam Pasal 91 a‘“‘""a";"'“w’ Clah Coaibuidernan boraliel fstsl dan
t (1) cdan ayst (2) hanys dapst ddasmpuh Spabita salah mengdea
atau para pihak yang bersenghets socaras tertafin
merrystakan Ldak meanerima hasdd Medias: atlau putusan

sl Khusus Ombudsmsan paling tamibat 14 (.tnwu
 } rars -fj. notodan m-'tm-nyu puﬁ.:--n DERT S Dt

Hasat vl e FPoasal 903 dausulhaaen unbok dibapues oeroers oo st n
11 Purusan pengadilan t1ats usahiia Nne atau acilan Sjeact ”“Lm ssus oleh C budsrnan beraiss &l dan
rogors daiarn penyolosasisn Foiayaran Sl Imeng s
Deerisl salah salby poretats Doersboat
- membatalvan putusan Ajpodikas: Khusus
Ombuctsman dan/atau Rl aat T a el ta] st

p-q-n.ub-oan POCrTyelanOOars Moo
membericean sebagian atau seduruh
Peolayanan Pubiilk yang drmohonbaan oot
paerncohon Pelayannan Pubiik, atag

= rvanciak rmearmiDear an s atau sabarur
Pealayanan Publik yang nta oleh pemohon
Feaelayanan Pubilik
B mengesathoan putissan Ajudicas: Khusus

Ombtsctsman danfatau memaniniaHhecanm

?qaba' UVhaadan pernyelengQars M omra:
morrmibearican setagian atavu saluruh
FPolayanan Publik yarng cdminta aoleh permohon
FTEIEMYE N ERTY PTUD NN, atau

=2 menclsk mesrmbarihan sat AlEau Salunut
Palayananrn Pubdlik yang rnta oleh pemobhon
Felayanarn Pulsik

=2 Pangadian tala usahe negara stau pengadiian rsagor
myamibeaerihan salinan putusannya hepgada paras pihak
yang bwarsangkata

3 Drakam had plh"‘yano Desrsarygheta Dadah mmesn e e
putusan pengadiian tala usafe Negara atau pengadiian

Nnoegoeri, pihak yang bhersoengkots doapat sTerscn oo
pada
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